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Abstract
Unqualified Opinion (WTP) is the audit opinion that will be issued if the financialstatements are considered to provide information that is free from materialmisstatement. This opinion became the dream of all local governments and evenbecome a major performance indicator for the Inspectorate area. Nevertheless,the acquisition of the WTP opinion is still found to be contradictory to the welfareconditions of the people. This study qualitatively seeks to examine the need for anexamination of financial governance that also includes indicators of people’swelfare. The hermeneutic method is used to analyze the welfare audit discoursethat needs to be carried out by BPK so that each rupiah of local governmentexpenditure is beneficial for the improvement of people’s welfare as well as inharmony with the WTP opinion obtained. The results of the research indicate thatBPK needs to include welfare audit in the process of local government financialaudit from planning, implementation, to reporting activities that concretely supportthe achievement of public welfare. Thus, the philosophical management of state/regional finances is used openly, responsibly, and as much as possible for the welfareof the people can be realized. From the internal side of local government, it isnecessary to strengthen the internal control system, as well as strict supervisionfrom the Inspectorate.
Keywords: Society Welfare Audit, Hermeneutical, Unqualified Opinion,Government External Audit
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Abstrak
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jikalaporan keuangan pemerintah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah sajimaterial. Opini ini menjadi idaman seluruh Pemerintah Daerah bahkan menjadi indikatorkinerja utama bagi Inspektorat daerahnya. Namun demikian, perolehan opini WTPtersebut masih ditemukan berkontradiksi dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Penelitianini secara kualitatif berupaya mendalami perlunya pemeriksaan tata kelola keuanganyang juga mengikutsertakan indikator kesejahteraan rakyat.Metode hermeneutikdigunakan untuk menganalisis wacana audit kesejahteraan yang perlu dilaksanakan olehBPK agar setiap rupiah belanja pemerintah daerah bermanfaat bagi peningkatankesejahteraan rakyat serta selaras dengan opini WTP yang diperoleh. Hasil penelitianmenunjukan pemaknaan bahwa BPK perlu memasukkan audit kesejahteraan dalamproses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan,pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkrit mendukung pencapaiankesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filosofis pengelolaan keuangan negara/daerah dipergunakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Dari sisi internal pemerintah daerah, diperlukanpenguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasan yang ketat dariInspektorat.
Kata kunci: Audit Kesejahteraan Rakyat, Hermeneutika, WTP, Pemeriksaan EksternalPemerintah
A. PENDAHULUAN
Menilai sukses pembangunan dan kinerja pemerintah bukanlah sesuatu yang mudah. Peningkatanpenilaian kinerja di sektor publik menyusul reformasi administrasi tahun 1980-an dan 1990-an memilikikonsekuensi terhadap kinerja itu sendiri. Tak jarang terdapat Performance Paradox yaitu adanyahubungan yang lemah antara indikator kinerja dengan kenyataan kinerja itu sendiri (Thiel dan Leeuw,2002). Untuk menilai keberhasilan dalam pemerintah daerah, tak jarang opini BPK dijadikan sebuahacuan utama dan menjadi Indikator Kinerja dalam Rencana Strategi Organisasi Pengawasan(Inspektorat). Namun indikator ini menjadi kehilangan nilai karena hubungan antara yang dilaporkan(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dengan kondisi faktual di lapangan berbeda.
Konsep transparan dan akuntabel dalam tata kelola keuangan pada manajemen pemerintahanmerupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh birokrasi yang diberi amanah mengelolakeuangan negara. Dalam hal ini, akuntabilitas dimaksudkan apakah dana yang diamanatkan digunakandengan cara yang benar sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah ditentukan. Dengandemikian audit adalah salah satu cara langkah yang harus ditempuh untuk mengetahui tingkatakuntabilitas pemerintah, yaitu sejauh mana ketepatan dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturanperundang-undangan dalam menjalankan anggaran. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) oleh BPK merupakan proses awal dari tercapainya akuntabilitas secara penuh. Begitu jugamenurut pandangan dari paradigma New Public Manajement (NPM), apa yang dilakukanpemerintah harus berorientasi pada hasil, setiap anggaran pada satuan unit kerja ditujukan padakemakmuran rakyat.
Untuk memperoleh pencapaian opini WTP bukanlah hal yang mudah. Proses menyusun laporankeuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu perjuangan ekstra. Kelemahan
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pada sistem pengendalian internal internal, keterbatasan SDM yang paham akuntansi pemerintahandan ditambah ruwet dengan berbagai kepentingan politik yang menunggangi sehingga terjadipenggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan menyebabkan penyajian laporan keuanganyang akuntabel benar-benar bukanlah hal yang mudah. Pemberian apresiasi atas pencapaian opiniWTP kepada lembaga pemerintah menjadi hal yang wajar dengan adanya berbagai kesulitan tersebut.Namun demikian, seharusnya obsesi memperoleh opini WTP bukan sekedar tujuan jangka pendeksemata, namun lebih sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negarasecara benar (Putry dan Badrudin, 2017:24).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa BPK mempunyai tugasuntuk mengaudit pertanggung jawaban keuangan negara baik pertanggungjawaban pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawabantersebut, masih banyak elemen masyarakat meragukan hubungan antara opini audit laporan keuangan(LK) dengan kesejahteraan rakyat. Keraguan tersebut bisa diterima, mengingat fakta ada daerahyang mendapat opini WTP namun indikator–indikator kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio(kesenjangan pendapatan)-nya masih belum menunjukkan tercapainya kesejahteraan.
Demikian pula sebaliknya, ada daerah yang menunjukkan pencapaian kesejahteraan masyarakatyang baik, namun memperoleh opini non WTP. Sebagaimana penelitian Akbar dan Djazuli (2015)tentang Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan, dan KotaDenpasar Tahun 2013 yang menyebutkan diantaranya bahwa Kabupaten Badung yang berhasilmencapai indikator–indikator kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Bali namun memperoleh opini TW yang tidak lebih baik dibandingkan denganKabupaten/ Kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Tabanan yang indikator kesejahteraan ekonominyakurang bagus mendapatkan opini WDP. Untuk Kota Denpasar dengan indikator kesejahteraanyang tinggi sejalan dengan opini WTP yang diperolehnya. Demikian halnya dengan Kabupaten Bangliyang mendapatkan opini TMP yang juga sejalan dengan indikator kesejahteraan ekonomi yangtidak terlalu tinggi. Di sisi lain Kabupaten Jembrana dan Karangasem yang kesejahteraan ekonominyatidak begitu baik namun mendapatkan opini WDP.
Penelitian terkait juga dilakukan oleh Putry dan Badrudin (2017:33), dengan menguji pengaruhkinerja keuangan pemerintah daerah pada opini audit dan kesejahteraan masyarakat di DI Yogyakarta.Dengan menggunakan Struktural Equation Model-Partial Least Square (PLS-SEM) penelitianini menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada opini audit pemerintahdan kesejahteraan masyarakat DIY. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Ni Nyoman,et al. (2015) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh positifterhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, semakin meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah(diproksikan dengan penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintahpusat, kemampuan daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai, dan prioritas alokasidana pada belanja pembangunan) maka semakin mampu mengelola potensi daerahnya yaitu SDA,SDM, dan sumber daya keuangannya secara optimal sehingga berpengaruh pada semakinmeningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Perbedaan hasil penelitian sebelumnya tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapatkeraguan hubungan yang positif dan linear antara pencapaian opini WTP (pengelolaan keuangan)dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Idealnya, semakin baik pengelolaan keuangan negarayang dilakukan pemerintah yang salah satu indikatornya adalah mendapatkan opini WTP dari BPK,maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Karena sejatinya, penggunaan keuangannegara, diperuntukkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan
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sangat relevan untuk membahas hubungan antara kinerja pemerintahaan dalam pengelolaan keuangannegara dengan opini BPK, sebab indikator kesejahteraan merupakan output dan outcome yangdihasilkan atas sumber daya ekonomi melalui aktivitas-aktivitas atau program-program pemerintah.Dalam konsep value for money, input yang digunakan harus bisa menghasilkan output yangdiinginkan dan juga harus meberikan outcome yang baik bagi masyarakat.
Terkait dengan konsep kesejahteraan tersebut, BPK sebagai lembaga negara yang bertugasmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, wajib menilai dan memastikan apakahkebijakan yang diambil dan dipilih oleh pemerintah adalah kebijakan publik yang sudah baik dantepat. Konstitusi mengamanatkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat sehinggaharus diselenggarakan secara tertib, taat, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dalamkonteks ini, fokus utama penggunaan anggaran negara adalah kualitas kinerja pemerintah dalammerealisasikan program-program pembangunan yang dibiayai oleh negara. Apakah program-programpemerintah itu berdampak pada upaya menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, GiniRatio (kesenjangan pendapatan), dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
BPK mengakui bahwa pemeriksaan keuangan yang selama ini dilakukan masih sebatas berkaitandengan sistem administrasi keuangan apakah transaksi keuangan sudah dicatat dan dilaporkan sesuaidengan standar akuntansi pemerintah. Untuk menjawab kondisi tersebut di atas, BPK merencanakanuntuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas audit kinerja (Azis, 2017). Dalam renstra BPK2016-2020 mensyaratkan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan adalah bertujuanmendorong terwujudnya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai refleksidari peningkatan kematangan BPK. Audit yang dilakukan BPK diharapkan mampu menilai danmengevaluasi program-program pembangunan pemerintah didesain untuk mencapai dampak yangdiinginkan yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi(91%), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaianopini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemda/program peningkatan kapasitas keuangan pemda yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada tahun 2019. Meskipun demikian, pemeriksaanyang dilakukan atas 205 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah tersebut menunjukkan hasilpemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah yang secara umum menyimpulkan bahwa pelaksanaankegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif (BPK, 2018:xliii). Kesimpulan ini tentumengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan negara, relatif masih jauh dari esensi, yaitumenyejahterakan rakyat.
Berdasarkan uraian di atas, penelitiàn ini berupaya mengupas secara komprehensif perlunyapelaksanaan audit kesejahteraan rakyat agar terinsepsi kedalam regulasi dan dapat terlaksana denganbaik pada proses audit keuangan pemerintah. Adapun kontribusi penelitian ini meliputi hal-hal sebagaiberikut: (1) secara teori, penelitiàn ini diharàpkan dàpat digunàkan sebàgai bahàn referensi sertàmàsukan lebih lànjut tentang pengawasan dan bermànfaat bàgi pengembangan teori dalàm bidàngilmu akuntànsi khususnyà audit sektor pemerintàh; (2) penelitiàn ini dapàt digunàkan sebàgai bahànpertimbangan dàn informàsi bàgi pemerintah untuk mengkaji audit keuangan pada Pemerintah Daerahdengàn mempertimbangkan indikator kesejahteraan rakyat agàr opini yang diperoleh benar-benarmenggambarkan kondisi faktual capaian kinerja pemerintah daerah dan mencapai tujuan nasionalseutuhnya.
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B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif atau lebih khususnyadengan model pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan makna kataaudit kesejahteraan rakyat secara lebih mendalam dalam rangka berupaya menjelaskan  dan menelusuripesan dan pengertian dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dankontradiktif, yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca (Faiz, 2003:22). Selainitu juga pendekatan hermeneutika digunakan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasiketidaktahuan menjadi mengerti terutama proses ini melibatkan bahasa sebab bahasa merupakanmediasi paling sempurna dalam proses (Palmer, 2003:15). Definisi sederhana hermeneutik adalahinterpretasi teks atau menemukan makna dari suatu tulisan (Wahyuni 2015:170).
Pendekatan hermeneutik bahkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti untuk memahamibagaimana subjek menginterpretasikan suatu hal dan berperilaku sesuai dengan interpretasi mereka.Hal ini berarti hermeneutik sebagai mode analisis jelas dapat digunakan untuk sebuah analisis. Analisisini diharapkan mampu menjangkau penjelasan yang mungkin terbatas dalam matematika atau statistika,untuk dapat memberikan kita hasil yang lebih reflektif Aditantra (2011:20)
Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan makna berdasarkan apa yang ada dalam suatuungkapan atau teks, dengan cara menggali keterangan dari nara sumber aslinya, dan berupayamenyampaikan makna agar dapat dipahami sesuai dengan keadaan dan konteks yang sebenarnya.Audit kesejahteraan rakyat adalah sebuah wacana atau teks yang dilontarkan oleh Harry Azhar Azissaat terpilih sebagai ketua BPK periode tahun 2014-2019 dan menjadi fokus kebijakan BPK yangtercantum dalam renstra tahun 2016-2020, sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikaninformasi dan sudut pandang yang lebih luas dari sebuah ungkapan makna “audit kesejahteraanrakyat”.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan. Informanmerupakan orang yang menyampaikan dan mengungkapkan istilah audit kesejahteraan rakyat danbersedia untuk memberikan keterangan atas istilah tersebut. Informan dalam penelitian ini adalahKetua BPK RI periode Tahun 2014-2019 dan masih menjabat sampai saat penelitian dilakukan,sehingga informan adalah orang yang representatif karena merupakan sumber pertama (primer)penyampai teks atau makna aslinya.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yang pertama adalah mewancancaraiinforman secara mendalam untuk mengetahui tentang apa yang ingin diketahui peneliti. Wawancaramendalam ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui fokus makna dari ungkapan teks yang disampaikan informan. Tahap kedua, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait denganpenjabaran audit kesejahteraan rakyat. Selain makalah, peneliti juga mengumpulkan dokumen rencanastrategi BPK hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat sejauh mana gambaran pemaknaanaudit kesejahteraan dalam bentuk tindakan aksi BPK secara institusi. Tahap yang ketiga adalahpeneliti mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemaknaan kesejahteraan rakyat,dimaksudkan agar peneliti dapat melihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif.
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C. KERANGKA KONSEP
UUD 1945 lebih banyak menggunakan terminologi kemakmuran rakyat dalam batang tubuhnya.Selain terdapat pada Pasal 23 ayat (1), kemakmuran rakyat juga digunakan dalam Pasal 33 UUD1945 yang secara lengkap berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuranrakyat”. Namun dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan ke-empat bernegara adalah memajukankesejahteraan umum. Perbedaan kemakmuran dan kesejahteraan menurut Sumner (1996:7) terletakpada lingkupnya. Lingkup kesejahteraan hanya terletak pada kesejahteraan ekonomi sepertikemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, perumahan, kesehatandan pendidikan, dalam lingkup yang lebih luas kemakmuran terdiri dari kesejahteraan ekonomi dannon ekonomi (Akbar dan Djazuli, 2015:7).
Kemakmuran dalam sudut pandang ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dalam siklus ekonomitercapainya tingkat pengangguran yang relatif rendah, pendapatan tinggi yang merata, serta tingginyakemampuan daya beli (jika tingkat inflasi dijaga dalam kondisi yang rendah). Sedangkan kesejahteraanmenurut ekonomi merupakan sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang memfokuskan pada alokasioptimal dari sumber daya dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Ekonomikesejahteraan juga menganalisis bagaimana barang–barang dapat didistribusikan sehingga tercapaikondisi saat ini. Hal ini berhubungan dengan studi distribusi pendapatan dan dampaknya terhadapbarang-barang secara umum. Dari dua definisi tersebut dapat dilihat perbedaannya pada pendekatanyang digunakan. Kemakmuran secara umum menggunakan pendekatan ekonomi makro sepertitingkat pengangguran, pendapatan dan kemampuan daya beli. Sedangkan kesejahteraan padadasarnya menggunakan pendekatan analisis ekonomi mikro berupa optimalisasi penggunaan sumberdaya ekonomi atau efisiensi yang dianalisis secara agregat Indikator–indikator kesejahteraan ekonomiyang digunakan, diantaranya (Akbar dan Djazuli, 2015:7):
1. Tingkat pertumbuhan ekonomi2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita3. Tingkat kemiskinan4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)5. Tingkat pengangguran6. Rasio Gini
Senada dengan hal tersebut di atas, indikator tingkat kesejahteraan pada dasarnyamerupakan output ataupun outcome yang dihasilkan dari sumber daya ekonomi, terutama sumberdaya keuangan yang dibelanjakan untuk program-program atau aktivitas yang diharapkan dapatmemberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. indikator kesejahteraan rakyat bisadilihat dari tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM, dan gini ratio (Azis, 2017)
Dengan dilaksanakannya desentralisasi, daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yanglebih cepat dan bermuara pada peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat daerahotonom diikuti dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Akbar dan Djazuli,2015:3). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tetapi tanpa menyertakan peningkatankesejahteraan masyarakat akan menampilkan gambaran kesenjangan dan ketimpangan dalamkehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentangkehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badruddin, 2012).
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Reformasi organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintahan di beberapa negaradidasarkan pada asumsi bahwa dengan meningkatkan kualitas mekanisme tata kelola dan akuntabilitasakan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik (Aucoin, 1990 dalam editorial, 2013). Khususnyadi Indonesia, hubungan antara tata kelola dan akuntabilitas dengan kinerja Pemerintah telah menjadiperhatian banyak peneliti (diantaranya Mustikarini dan Fitriasari, 2012; Budianto, 2012; Pamungkas,2012; Marfiana dan Kurniasih, 2013, Asmoko, 2015). Hasil penelitian mereka diantaranyamenemukan bahwa terdapat pengaruh temuan audit dan karateristik pemerintah daerah terhadapkinerja pemerintah daerah, namun khususnya terkait dengan opini audit, pengaruhnya masih beragamterhadap kinerja Pemerintah.
Dalam konteks penelitian ini, opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)diasumsikan berfungsi sebagai dasar legitimasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentinganterhadap Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat daerah. Ketika opini audit sesuai dengan harapanmasyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya sumber daya masyarakat yangdiberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah(Pendapatan Asli Daerah/ PAD), sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit berpengaruh positifterhadap pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Daerah, khususnya PAD yang seharusnyajuga memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat ( 1 ) berbunyi : “anggaran pendapatan danbelanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahundengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada Pasal ini secara tidak langsung disebutkan bahwauntuk mencapai suatu kemakmuran bagi rakyat ada dua faktor penentu dalam pelaksanaanpengelolaan keuangan yang baik, yaitu transparan atau keterbukaan serta akuntabel atau bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai visinya, sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK harusberperan aktif  dalam mendorong pemerintah guna mencapai tata kelola keuangan negara yangtransparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pengembangan audit yang kini dicanangkan BPK adalahaudit yang berbasis kesejahteraan rakyat, seperti yang diungkapkan oleh ketua BPK, Harry AzharAzis. Dengan model audit ini, BPK diharapkan mampu mendorong para penyelenggara pemerintahansupaya anggaran dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna tercipta kesejahteraan rakyat.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan mengacu pada kriteria kesejahteraan rakyat secara sederhana yang meliputi penurunanpenduduk miskin, pengangguran yang semakin menurun, angka IPM yang semakin meningkat, sertagini ratio yang juga semakin menurun (Azis, 2017), maka seharusnya daerah-daerah yang memilikiopini kinerja keuangan WTP akan menunjukkan hasil yang selaras dengan kriteria kesejahteraanrakyat tersebut. Akan tetapi, berdasarkan data time series dua tahun terakhir dari BPS menunjukkanbahwa beberapa daerah justru memperlihatkan hasil yang sebaliknya.
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Tabel 1.Perbandingan Provinsi Penerima WTP dengan Kriteria Persentase Penduduk Miskin, TingkatPengangguran Terbuka, dan Gini Ratio Tahun 2016-2017
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016-2017
Khusus untuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak disajikan, karena seluruhprovinsi menunjukkan hasil peningkatan yang positif. Namun demikian, pada tabel 2 di atas terlihatbahwa beberapa provinsi penerima opini WTP masih belum dapat menunjukkan hasil yang positifpada beberapa kriteria kesejahteraan rakyat lainnya (persentase penduduk miskin, tingkatpengangguran terbuka, dan gini ratio). Data di atas memperlihatkan tujuh provinsi penerima WTPjustru mengalami peningkatan persentase penduduk miskin, 14 provinsi penerima WTP mengalamipeningkatan tingkat pengangguran terbuka, dan 10 provinsi penerima WTP mengalami peningkatankesenjangan kesejahteraan (gini ratio).
Bahkan, hasil mengejutkan ditunjukkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam dua tahunterakhir memiliki nilai negatif pada ketiga kriteria tersebut. Meskipun menerima opini WTP dalamhal pengelolaan keuangan daerah, namun dampak perolehan WTP tersebut justru belum mampumenurunkan persentasi penduduk miskin, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, sertamemperkecil gap gini ratio. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi opini WTP belum mampusecara selaras mempertimbangkan kriteria kesejahteraan masyarakat dalam proses auditnya, sertadi sisi lainnya adalah program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi tersebut belum
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mampu secara tepat mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya,diperlukan audit yang lebih lengkap dengan memperhitungkan pula aspek atau indikator kesejahteraanmasyarakat.
Gagasan perlunya audit kesejahteraan dilakukan oleh BPK pertama kali diungkap oleh KetuaBPK Harry Azhar Azis dalam menyikapi realita bahwa opini WTP atas pengelolaan keuanganpemerintah yang relatif belum mampu secara selaras menunjukkan peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Kondisi ini juga merupakan wujud perhatian informan dalam memaknai kewajibanmoral BPK sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1.
“...Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaankeuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakansecara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat. Jadi ada 3 unsur, yaitu terbuka, bertanggung jawab, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.unsur ketiga yang disebutkan dalam UUadalah “digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, unsur ini yangtidak pernah disentuh....
...Kita mengaudit sisi undang-undang atau peraturan yang menyangkutpengelolaan keuangan negara yaitu UU APBN dan Perda APBD. Kita mulai masukjuga ke perencanaan, kita masuk ke Perpres RPJMN, RKP, dan sebagian danapusat yg ditransfer ke daerah, connectingnya dalam konteks kesejahteraan rakyat...
....Ini ujungnya semua di perencanaan... Hal yang penting dalam melakukanperencanaan adalah adanya data, karena itulah yang menjadi sumber kitamengambil keputusan dalam perencanaan, mau dialokasikan ke mana, laporanyang saya terima tidak ada sinkronisasi data, masing-masing bergerak di sektornya.Saya sering mengambil contoh, mesti ada anggaran di bidang kesejahteraan rakyat,jadi bagaimana cara untuk mengurangi kemiskinan, mesti ada anggaran untukmengatasi kemiskinan...
...Bagaimana cara pemeriksaannya? yaitu melalui audit kinerja., ada 3 prinsipdalam UU yaitu : ekonomis, efisien dan efektif.. metodenya sedang dirumuskandan merupakan kombinasi audit... atas indikator kemiskinan, pengangguran, giniratio, dan IPM...”
(Hasil wawancara dengan informan, 2017)
Dari hasil wawancara di atas dapat diinterpretasikan beberapa hal terkait dengan kesejahteraanrakyat dan kaitannya dengan opini WTP. Pertama, kebutuhan akan audit kesejahteraan rakyat;Kedua, perlunya BPK melakukan audit sejak tahapan perencanaan; dan Ketiga, kombinasi auditpemeriksaan dengan memperhitungkan indikator kesejahteraan rakyat. Pemaknaan kesejahteraandalam audit kesejahteraan diartikan sebagai keselarasan pencapaian kesejahteraan rakyat menurutindikator ekonomi yaitu, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, tingkatkesenjangan (gini ratio) yang makin berkurang, serta peningkatan nilai indeks pembangunan manusiadengan tingkatan opini  yang diberikan BPK (WTP/ WDP/ TMP/ TW) kepada pemerintah daerah.
Pemaknaan digunakan “sebesar-besarnya untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat”menjadi ukuran dan unsur penting pengelolaan keuangan pemerintah, disamping menjadi tuntutanuntuk menyempurnakan prinsip filosofis tata kelola keuangan negara yang baik. “sebesar-besarnya”
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menunjukkan makna bahwa penganggaran program dan kegiatan pemerintah secara dominan haruslahberorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan atau memberikan manfaat bagipeningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hadirnya wacana audit yangmemperhitungkan kesejahteraan rakyat menjadi jawaban untuk melengkapi prinsip tersebut.
BPK diberi amanah oleh negara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Sehingga memiliki peran yang cukup signifikan pula dalam rangka mewujudkan kesejahteraanrakyat, agar setiap anggaran negara dan daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisanmasyarat, dan disinilah peran BPK untuk memeriksa kemanfaatan tersebut. Pemeriksaan terhadapkesejahteraan masyarakat tersebut masih belum tersentuh dengan model audit yang ada saat ini,sehingga beberapa bukti kuantitatif memperlihatkan bahwa opini WTP belum dapat menggambarkankemakmuran dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Secara umum, tidak ada perbedaanmendasar antara kemakmuran dan kesejahteraan. Namun jika dilihat dari sudut pandang ekonomi,kemakmuran mempunyai lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan kesejahteraan, karenakemakmuran terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan non ekonomi. Sedangkan kesejahteraan dalambeberapa literatur hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi (Akbar dan Djazuli, 2015:2)
Adanya istilah audit kesejahteraan juga menandakan peningkatan dari paradigma lama di manaBPK melakukan audit kinerja terhadap pemerintah secara tersebar dan tidak fokus pada sejumlahprogram pembangunan. Dengan ini, BPK diyakini dapat memberikan penilaian yang lebih holistikdan komprehensif atas program pembangunan. Dimasukkannya audit kesejahteraan sebagai indikatordalam pemberian opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan memberikan dampakyang luas lagi yakni mendorong pemerintah dalam memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanjapemerintah guna mencapai tujuan bernegara.
Bukan tanpa alasan mengapa metode pemeriksaan perlu dilakukan perubahan. Belakanganini, pemberian opini WTP atas pengelolaan keuangan kepada entitas yang diperiksa dirasa tidakcukup menjawab tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, Karena penilaian yang diberikan hanyaberdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun, secara empiris bisakita temukan, beberapa pemerintah daerah yang sudah beberapa kali memperoleh opini WTP,tetapi tidak selalu berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, ada pemerintah daerahyang mengalami penurunan opini, tetapi justru indikator kemakmurannya relatif baik. Dengan demikian,belum ada korelasi yang jelas antara perolehan opini dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemeriksaan saat ini lebih kepada sisi implementasi anggaran, dan bagaimana pelaporannya.Ini yang disebut dengan audit keuangan. Sementara, apakah anggaran yang digunakan tersebutmemberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat, belum banyak dilakukan auditnyaoleh BPK. Di sinilah audit kesejahteraan sangat penting dilaksanakan. Dengan demikian, ada duasisi yang dinilai oleh BPK, yaitu sisi pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerjaatau pemanfaatannya. Oleh karenanya, BPK perlu mendorong pencapaian opini laporan keuangandengan kemampuan instansi dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraanrakyat. BPK perlu memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang mampumenekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan mengurangi angka kesenjanganpendapatan. Selain itu, program yang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia meliputikesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Jika hal ini bisa dilaksanakan, BPKdapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
BPK tentu tidak mungkin secara langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat itu sendiri.Namun, melalui saran perbaikan audit agar pemerintah membangun sistem belanja yang lebihekonomis, efektif dan efisien. BPK mengaudit melalui sisi UU APBN dan Perda APBD. Selain itu,disisi perencanaan BPK melihat Peraturan Presiden tentang RPJMN, RKP, dan sebagian dana
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pusat yg ditransfer ke daerah, yang memiliki connecting dalam konteks kesejahteraan rakyat, baikberkaitan dengan program yang langsung dan program lain misalnya infrastruktur yang meningkatkankesejahteraan secara tidak langsung, sehingga dapat selaras dalam mewujudkan Indonesia menjadinegara yang sejahtera.
Adapun metode audit kesejahteraan sendiri menurut informan masih sedang dirumuskan. Metodeyang diusulkan merupakan kombinasi audit. Intinya untuk mengukur kemakmuran atau kesejahteraanmasyarakat setidaknya mencakup empat indikator utama yaitu, kemiskinan yang menurun,pengangguran yang terus menurun, kesenjangan pendapatan atau gini rasio yang turut menurun, danindikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat. Khusus untuk IPM, unsurpenyusunnya terdiri atas tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, ditambah dengan daya belimasyarakat yang juga harus menunjukkan kecenderungan peningkatan.
Strategi audit kesejahteraan rakyat secara garis besar akan melebur dalam audit kinerja. Auditdilakukan pada program/bidang yang langsung berkaitan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, denganberpedoman pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Audit kinerja dilakukan karena audit keuangansaja dianggap tidak cukup  untuk memstikan anggaran negara digunakan untuk kemakmuran rakyat.Audit keuangan hanya memastikan penggunaan anggaran wajar mengikuti peraturan yang berlaku,namun tidak menjamin bahwa setiap rupiah membuat masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, auditkinerja memastikan pengguna anggaran akan lebih proporsional dalam mengalokasikan dana untukkepentingan masyarakat.
Jika digambarkan atau berkaca dengan misalnya, peningkatan APBN pada Tahun 2004 sebesar450 Triliun dan APBN Tahun 2014 sebesar 2000 Triliun, maka seharusnya dapat diperhitungkanberapa penurunan kemiskinan yang seharusnya dicapai. Dengan menggunakan cost benefit ratiosecara gampang dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan APBN yang hampir 500%, belummemberikan benefit berupa penurunan kemiskinan (belum mencapai >1). Analogi inilah yang menjadialasan urgensi perlunya memperhitungkan setiap rupiah yang dikeluarkan dengan pengaruhnyaterhadap peningkatan kesejahteraan publik. Dengan kata lain, jika dikaitkan dengan tata kelolakeuangan pemerintah, maka agar dapat mengurangi terjadinya paradoks antara Opini BPK yangmencerminkan akuntabilitas dengan tingkat kesejahteraan rakyat diperlukan audit kinerja yangberfokus pada kesejahteraan rakyat.
Selain pada proses pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap dengan menilai ekonomis,efisiensi, dan efektivitas kegiatan instansi pemerintah, audit kinerja juga perlu fokus pada tahapperencanaan. Dimana pada tahapan perencanaan ini merupakan tahapan dimana para penggunaanggaran menentukan keputusan dalam mengarahkan anggaran yang dimilikinya ke program tertentu,hal ini menjadi salah satu titik krusial yang perlu dicermati oleh auditor. Audit kinerja akan menyasarpada program-program tertentu pada lembaga pemerintah tertentu, dengan mengacu pada indikatortarget pembangunan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, BPK juga harus mulai meningkatkankemampuannya dalam melakukan pemeriksaan kinerja. Hal ini penting karena jika satu saat LaporanKeuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) mayoritas sudah WTP, maka BPK harus sudah siap dan mampu melakukan pemeriksaankinerja dengan kualitas yang semakin baik.
BPK diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau entitas pada desainkebijakan, strategi, dan program dalam kaitannya dengan penganggaran yang dilakukan dalam tahapperencanaan, sehingga tujuan pembangunan dapat diwujudkan dan pemborosan sumber dayadihindari. Dengan melakukan strategi diferensiasi, yaitu menggunakan strategi audit dengan temameningkatkan kesejahteraan rakyat serta dapat pula dengan menggabungkan tiga jenis audit yangada yaitu, audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu untuk mengaudit program-
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program pembangunan pemerintah terkait dengan tema kesejahteraan rakyat serta pelaksanaanaudit kesejahteraan tersebut dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan maka,diharapkan opini atas pengelolaan keuangan pemerintah yang dikeluarkan oleh BPK benar-benarakan mencerminkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakatnya.
Sumber : Analisa Penulis, 2018
Gambar 1.Optimalisasi Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Dalam Menunjang Pelaksanaan AuditKesejahteraan Publik Pada Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
Pada dimensi yang lain, upaya mewujudkan audit kesejahteraan yang utuh sebagai sebuahsistem holistik tidak serta merta dibebankan kepada BPK semata. Perlu dukungan dari internalpemerintah daerah sendiri untuk mewujudkannya, mulai dari penyusunan rencana kerja dan kegiatanyang berorientasi pada kepentingan publik, pelaksanaan yang sesuai koridor yang ditetapkan,perlunya terus dilakukan pengukuran dan evaluasi atas capaian kinerja program/ kegiatan, hinggapada pelaporan yang sesuai ketentuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan atassistem pengendalian internal pemerintah daerah yang terbangun dengan baik.
Selanjutnya adalah peran pengawasan oleh inspektorat agar seluruh kegiatan pemerintah dapatberjalan dengan baik serta beorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Inspektoratberperan dalam melakukan pendampingan akuntabilitas mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan,hingga pelaporan serta melakukan koreksi atas kemungkinan penyimpangan yang terjadi.
Jika komponen sistem pengendalian internal serta inspektorat ini dapat berperan dengan baik,tentu akan memudahkan BPK dalam melakukan pemeriksaan atau audit kesejahteraan. Auditkesejahteraan akan memeriksa dengan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien atas tata kelola keuanganpemerintah daerah serta dengan membandingkannya dengan capaian indikator-indikatorkesejahteraan rakyat. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya laporan keuangan pemerintah daerahsaja yang tertata dengan baik dan rapi, tetapi juga pertanggung jawaban dan kemanfaatan atassetiap anggaran yang dikeluarkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkandengan baik. Sehingga dapat diwujudkan capain hasil opini BPK atas laporan keuangan pemerintahdaerah yang dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara selarasdan relevan.
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E. PENUTUP
Secara faktual terdapat beberapa pemerintah daerah yang sudah mendapatkan opini WTPtetapi justru menunjukkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, serta gini ratio yang timpang,dan terdapat daerah-daerah lainnya yang belum mendapatkan opini WTP tetapi memperlihatkanindikator kesejahterana rakyat yang positif. Kondisi ini tentu merupakan sebuah fenomena.Pemeriksaan BPK selama ini lebih cenderung masih melihat ke kelengkapan administrasi akuntabilitas,belum masuk pada upaya mengevaluasi keberhasilan  perencanaan dan anggaran yang digunakanuntuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuanganpemerintah daerah bagi kesejahteraan masyarakat, maka penelitian ini mendorong kepada BPKuntuk memasukkan audit kesejahteraan dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerahmulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan yang secara konkritmendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Audit kesejahteraan ini merupakan wacana atau pemikiran Ketua BPK dalam melihat fenomenaparadoks yang terjadi yaitu tidak adanya keterkaitan akuntabilitas kinerja pemerintahan yangperwujudannya dibuktikan dengan perolehan opini WTP dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya.Padahal secara filosofis, pengelolaan keuangan negara/ daerah dipergunakan secara terbuka,bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penelitian ini memiliki implikasi teoritis, yaitu memberikan bukti empiris untuk mendukungkonsep Paton (1992) dan Sinclair (1995), bahwa akuntabilitas dimaknai secara beragam. Padaawalnya, pemerintah daerah dengan opini WTP memiliki makna Pemerintah Daerah tersebut memilikiakuntabilitas yang baik. Namun, setelah pandangan Ketua BPK ini hadir dengan wacana perlunyaaudit kesejahteraan rakyat, memberikan pemaknaan baru bahwa meski mendapatkan opini WTP,namun jika kondisi kesejahteraan rakyatnya menunjukkan kecenderungan penurunan, maka dapatdikatakan pemerintah daerah tersebut belum akuntabel.
Pemerintah daerah juga perlu lebih didorong agar menyusun perencanaan program dan kegiatanyang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya penyelarasan perencanaanstrategis serta rencana dan target pembangunan nasional perlu dilaksanakan. Selanjutnya adalahpelaksanaan, evaluasi atas capaian kinerja, serta pelaporan yang berjalan tanpa penyimpangan.Untuk mengawal hal ini, diperlukan penguatan atas sistem pengendalian internal, serta pengawasanyang ketat dari inspektorat agar setiap pembelanjaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhanmasyarakat.
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